
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

            Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti dapat 

menyimpulkan  bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam  pembinaan di  

Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIB Sleman melalui  lembaga – lembaga, 

yaitu : 

     1. Lembaga Pemerintah, meliputi : 

         a. Departemen Agama, seperti memberikan penyuluhan agama, memberikan  

             bimbingan rohani juga memberikan bantuan hewan qurban; 

         b. Departemen   Kesehatan, seperti   memberikan  fasilitas    kesehatan,  dan  

             melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; 

         c. Dinas Perpustakaan Nasional dan Daerah, seperti memberikan pinjaman  

             buku-buku untuk melengkapi perpustakaan;  

         d. Pemerintah Daerah, seperti memberikan televisi, perlengkapan olahraga  

             dan memberikan alat-alat keterampilan;  

     2. Lembaga Non Pemerintah meliputi : 

         a. Yayasan Kembang, seperti memberikan penyuluhan narkoba; 

         b. GBI, seperti memberikan pembinaan kerohanian.  

     Partisipasi  masyarakat  sebagai   kelompok  sosial tidak terlibat dalam 

pembinaan narapidana. Hal ini dapat dilihat  dari masyarakat   yang   tinggal  di 

sekitar  Lembaga   Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Sleman banyak yang  belum  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

pernah  mengunjungi  Lembaga Pemasyarakatan Kelas   IIB   Sleman   bahkan   

tidak   mengetahui   pembinaan   di   Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  

Sleman  tersebut. 

B. Saran 

            Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dengan 

kerendahan hati peneliti   dapat  memberikan  saran   bagi   petugas  Lembaga  

Pemasyarakatan Kelas   IIB   Sleman   untuk   mengundang   masyarakat  tidak   

hanya  melalui lembaga  tetapi juga  dari  masyarakat  yang  tidak  tergabung  

dalam  lembaga, seperti  masyarakat  yang  tinggal   di sekitar  Lembaga  

Pemasyarakatan   Kelas   IIB    Sleman.  Para   narapidana   di    Lembaga   

Pemasyarakatan   Kelas   IIB Sleman  sangat   membutuhkan partisipasi   

masyarakat  sebagai  kelompok  sosial (tidak melalui lembaga saja) yang lebih 

banyak lagi, dimana  narapidana   tidak     hanya hilang kemerdekaan tetapi  

harus  dapat berinteraksi dengan masyarakat, karena   narapidanapun   setelah    

menjalani    hukuman    akan    kembali    ke  masyarakat, sehingga  sangat   

dibutuhkan  kesadaran  bagi    para   masyarakat     terutama    disekitar  

Lembaga    Pemasyarakatan   Kelas   IIB  Sleman    untuk peduli dengan 

narapidana dengan begitu tujuan pemasyarakatan bisa tercapai. 
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